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PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang
Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan huruf F angka 2 huruf f.
angka 17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan
sebelum atau sesudah perubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan ketentuan huruf G angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Program, kegiatan dan
sub kegiatan yang dibiaya dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya
atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dana darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana,
bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetepan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, atau ditampung dalam Laporan
Realisasi Anggaran 2023, atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
bagi Pemerintah Daerah vyang tidak melakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.
14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU
No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109
Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.
74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun
2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019;
PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.
62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019;
PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020;
PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022; PERDA



CATATAN

JAWA BARAT No. 10 Tahun 2022; PERGUB JAWA BARAT No. 118 Tahun 2022;
PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaiaman telah diubah dengan
PERDA KAB. KARAWANG NO. 11 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 5
Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 7 Tahun 2021; PERDA KAB.
KARAWANG No. 12 Tahun 2022; PERBUP KARAWANG No. 41 Tahun 2022;
PERBUP KARAWANG No. 93 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian perubahan pendapatan
Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
RIngkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta
penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lampiran: 227 Him.



